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Abstrak

Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok serta bersifat konsensuil (pacta de
contrahendo obligatoir) disertai adanya pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman
mengenai hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian Kredit adalah persetujuan dan/atau
kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan
kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit
yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati
sebagaimana diatu rdalam Pasal 1 angka 3 RUU Perkreditan Perbankan.

Abstract

The credit agreement is an agreement and is subject konsensuil (pacta de contrahendo
obligatoir) accompanied the giver and receiver of agreement between the lending legal
relationship between the two. Credit Agreement is approved and / or collective agreements
made between the creditor and the debtor on a loan with the agreed conditions, for which the
borrower is obliged to repay the loan that was received within a specified period with interest

and costs are agreed as to which set in Article 1 paragraph 3 of the Bill Credit Banking.

Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan pembangunan
nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi,
yang para pelakunya meliputi Pemerintah maupun
masyarakat sebagai orang-perseoran gan dan badan
hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang
sangat besar, sehingga dengan meningkatnya
kegiatan pembangunan tersebut, maka meningkat
pula keperluan akan tersedianya dana yang sebagian
besar diperoleh melalui perkreditan.

Lembaga perbankan sebagai salah satu
lembaga keuangan mempunyai peran strategis
dalam menunjang kehidupan ekonomi suatu
Negara. Pengertian bank seperti yang tercantum
dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentangPokok-Pokok
Perbankan (yang selanjutnya akan disebut dengan
Undang-Undang Perbankan) yang bunyinya Bank
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam  bentuk  simpanan, dan
menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
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Padaha kekatnya hubungan antara bank
dengan nasabah terikat pada suatu perjanjian,
terutama nasabah yang menggunakan fasilitas
kredit di bank, maka tidak lepas dengan adanya
beberapa unsur di dalamnya, salah satunya
adalah adanya perjanjian kredit antara pihak
bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah
sebagai debitur.

Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian
pokok yaitu perjanjian utang piutang dan dengan
perjanjian ~ tambahan  berupa  perjanjian
pemberian jaminan oleh pihak debitor.

Pengelolaan terhadap pemberian kredit
kepada masyarakat mempunyai berbagai
masalah yang sangat rumit antara lain timbulnya
kredit macet. Masalah kredit macet dapat
disebabkan oleh 2 (dua) factor yaitu faktor intern
dan ekstern. Faktor intern yang disebabkan oleh
pihak bank diantaranya pihak bank tidak
melakukan analisa kredit dengan baik,
tidak melakukan pengecekan dan konfirmasi atas
data dokumen yang dilampirkan dalam
pengajuan kredit. Hal ini dikarenakan pihak bank
tidak menjalankan pengelolaan kredit secara
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efektif dan efiesien. Faktor ekstern disebabkan oleh
pihak nasabah karena ketidakmampuan membayar
kreditnya. Untuk menghindari masalah tersebut
perlu adanya system pengendalian intern yang
memadai dalam proses pemberian kredit salah
satunya menyelenggarakan pengelolaan kredit
dengan melakukan analisa kredit dan melakuan
pengawasan kredit.

Di dalam perjanjian kredit terdapat klausula-
klausula yang telah disepakati oleh pihak kreditur
dan debitur. Salah satunya mengenai suku bunga
yang telah disetujui dalam perjanjian kredit
tersebut. Namun dalam kasus ini terjadi
penyimpangan atas perjanjian kredit yaitu
terjadinya kenaikan suku bunga sepihak oleh pihak
kreditur setelah kredit tersebut dinyatakan macet.
Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang
ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut
undang-Undang ditetapkan di dalam undang-
undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian
boleh melampaui bunga menurut undang-undang
dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-
undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam
perjanjian harus ditetapkan secara tertulis, bunga
menurut undang-undang adalah menurut Lembaran
Negara Tahun 1848 Nomor 22 yaitu sebesar enam
persen (6%)."' Dalam kasus ini Hakim menyatakan
penurunan suku bunga dalam amar putusannya
dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
Putusan Mahkamah Agung Nomor
1593K/PDT/2006.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka
penulis tertarik untuk menganalisa Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1593K/PDT/2006 dalam
penulisan skripsi dengan judul “PENGURANGAN
SUKU BUNGA DALAM PERJANJIAN KREDIT
(KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MA
NO.1593K/PDT/2006)”

Kasus ini menimbulkan pertanyaan terhadap
kemandirian hakim dalam memutus suatu perkara
kepailitan, karena ditemukan banyak
ketidakcermatan hakim dalam memeriksa perkara
yang diajukan. Dari latar belakang muncul beberapa
permasalahan yang menarik untuk ditelaah terkait
dengan perkara tersebut, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan suku bunga dalam
perjanjian kredit ?

2. Apakah penurunan suku bunga dalam
perjanjian kredit oleh Hakim mempunyai
kekuatan hukum?

3. Apa ratio decidendi (pertimbangan hukum)
hakim dalam  Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1593K/PDT/2006 ?

1KUH PeradataPasal 1767
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Metode Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan suatu
metode penelitian yang tepat, sehingga dapat
memberikan  hasil yang ilmiah. Metode
penelitian yang diterapkan oleh penulis
bertujuan untuk memberikan hasil penelitian
yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan
terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah.

Metode pendekatan masalah  yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
dengan menggunakan metode pendekatan
undang-undang (statute approach), dimana
pedekatan ini dilakukan dengan menelaahsemua
undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang ditangani.
Pendekatan konseptual (conceptual approach)
beranjak dari  pandangan-pandangan  dan
doktrin—doktrin yang berkembang dalam ilmu
hukum dengan tujuan untuk menemukan ide-ide
yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,
konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum
yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.
Hasil dari telaah merupakan suatu argumen
untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi
oleh penulis.

Studi kasus (case study) dilakukan dengan
menelaah isu yang dihadapi yang telah menjadi
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian
pokok dalam pendekatan kasus adalahratio
decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan
hakim untuk sampai kepada suatu putusan.

Pembahasan

Pengaturan suku bunga dalam perjanjian
kredit

Dalam suatu Perjanjian Kredit timbul
suatu hak dan kewajiban bagi para pihak yang
mengikatkan diri dalam perjanjian atau perikatan
tersebut. Apabila klausula-klausula tersebut tidak
dilaksanakan oleh salah satu pihak akan
menimbulkan suatu pengingkaran atas suatu
perjanjian  atau  wanprestasi.  Pelanggaran
terhadap klausula-klausula tersebut tentu akan
menimbulkan sanksi yang tegas karena telah
disepakati secara bersama-sama. Wanprestasi
dalam Perjanjian Kredit akan menimbulkan
kerugian bagi pihak yang dirugikan, yang dapat
dikonversikan sebagai utang. Pasal 1267 KUH
Perdata menjelaskan:

“Pihak terhadap siapa perikatan itu tidak
dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu
masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak



yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia
akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai
penggantian biaya ganti kerugian dan bunga.”

Perbuatan pelanggaran tersebut tidak semata-
mata atau secara langsung dapat dijadikan atau
dianggap sebagai utang. Diperlukan suatu
pembuktian dan penetapan oleh Hakim Pengadilan
Negeri atas utang yang timbul akibat adanya
pelanggaran aturan dalam Perjanjian Kredit
tersebut. Perjanjian Kredit dapat mengandung unsur
adanya utang apabila telah dibuktikan terlebih
dahulu atas keberadaan suatu utang tersebut.

Kredit bermasalah debitur disebabkan oleh
banyak faktor yang secara garis besar terdiri dari 2
(dua) peyebab, pertama adalah ketidakmauan
debitur dalam memenuhi kewajibannya, kedua
ketidakmampuan  debitur dalam  memenuhi
kewajibannya.

Penyebab pertama sebagaimana disebutkan
diatas, jelas menunjukkan bahwa debitur tidak
menunjukkan itikad baik (good faith) untuk
memenuhi  kewajibannya  yaitu =~ membayar
pengembalian kredit yang telah diterimanya yang
terdiri dari komponen pokok, bunga, dan biaya,
serta denda apabila kewajiban tersebut telah
menunggak. Dalam analis 5C’s yang dilakukan oleh
Bank, ketidakmauan seperti ini masuk kedalam
penilaian C yang pertama, yaitu ‘“Character”
seorang debitur. Sedangkan penyebab yang kedua
yaitu ketidakmampuan debitur melaksanakan
kewajibannya, akan dipengaruhi oleh sebab lainnya,
misalnya kesalahan manajemen, kondisi keuangan
debitur yang memburuk (kesulitan keuangan),
kondisi perekonomian secara makro, dan penyebab
lainnya.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan

diatas, salah satu penyebab terjadinya kredit
bermasalah adalah adanya kesulitan keuangan
debitur.Kesulitan ini timbul karena berbagai faktor.
Faktor yang sangat besar pengaruhnya adalah
karena inefisiensi dari pimpinan perusahaan,
dimana  pimpinan  perusahaan = mempunyai
kelemahan dalam kontrol ataupun kesalahan dalam
menentukan kebijakan perusahaan. Penyebab dari
kesulitan keuangan perusahaan yang
mengakibatkan suatu kemacetan kredit dapat terdiri
dari faktor manajerial dan faktor-faktor eksternal
lainnya.
Kewajiban debitur sebagaimana yang penulis
kemukakan diatas, terdiri kewajiban membayar
pokok pinjaman, kewajiban membayar bunga,
kewajiban membayar biaya-biaya, dan kewajiban
membayar denda jika telah menunggak.

Kewajiban Membayar Pokok

Berdasarkan Pasal 1763 dan Pasal 1764
KUHPerdata diatur tentang kewajiban-kewajiban si
penerima kredit (debitur). Kewajiban pokok debitur
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adalah mengembalikan pinjaman dalam jumlah
dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang
ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdata). Pasal
1764 ~ KUHPerdata  mengatur  kewajiban
peminjam bila yang dipinjam itu berupa barang.
Kewajiban melunasi hutang setelah jangka
waktu tertentu dengan bunga yang telah
ditetapkan adalah merupakan kewajiban pokok
penerima kredit dan ditentukan lagi secara
terperinci di dalam model-model perjanjian
kredit. Disamping itu, masih terdapat berbagai
kewajiban dari penerima kredit yaitu kewajiban
administrasi dan kewajiban untuk tunduk kepada
segala bentuk peraturan bank.

Kewajiban Membayar Bunga

Berdasarkan  ketentuan Pasal 1765
KUHPerdata, suatu perjanjian pinjam meminjam
uang dapat dilakukan dengan memperjanjikan
adanya bunga yang harus dibayar oleh peminjam
(debitur). Meskipun dalam Pasal 1765 Bab XIII
Buku III KUHPerdata tersebut tidak ditentukan
rumusan atau pengertian mengenai bunga,
namun berdasarkan ketentuan Pasal 1246
KUHPerdata dapat diartikan bahwa : “bunga
adalah keuntungan yang sedianya harus
dinikmati”.

Pengertian lain dari bunga dapat kita
temukan dalam Kamus Istilah Keuangan dan
Investasi karangan John Downes dan Jordan
Elliot Goodman, yang mendefinisikan bunga
sebagai :

”biaya untuk menggunakan uang yang
dinyatakan sebagai suatu persentase per periode
waktu, biasanya satu tahun, dalam hal tertentu
dikatakan suku bunga tahunan”

Pada perkara yang timbul antara
Ny.Lifani Tjandra sebagai debitur dan PT.
BANK PERKREDITAN BINTANG NIAGA
sebagai kreditur, sebelumnya mereka
mengadakan Perjanjian Kredit. Pada tanggal 24
Juni 1993, Ny. Lifani Tjandra (debitur)
mendapat pinjaman uang dari PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT BINTANG NIAGA
(kreditur) dengan plafon setinggi-tingginya Rp.
80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan
fasilitas kredit Pinjaman Tetap untuk jangka
waktu selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 24
Juni 1993 dan akan berakhir pada tanggal 23
Desember 1993. Jangka waktu perjanjian
tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan
kedua belah pihak.

Syarat-syarat kredit yang diterima dan
disepakati oleh Ny. Lifani Tjandra dan PT.
BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTANG
NIAGA telah tertuang dalam Surat Hutang yang
dibuat di bawah tangan tertanggal 24 Juni 1993,
Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 24



Juni 1993 dan Surat Pernyataan Pemegang
Rekening tertanggal 24 Juni 1993 yang semuanya
merupakan satu kesatuan perjanjian yang tidak
dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan
yang lain.

Sehubungan dengan adanya perikatan hutang
piutang antara Ny. Lifani Tjandra (yang selanjutnya
akan disebut dengan debitur) dengan PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT BINTANG NIAGA
(yang selanjutnya akan disebut sebagai kreditur )
maka pihak debitur telah membuka rekening pada
kreditur yang tercatat dalam A/C No. 3000109 atas
nama Lifani Tjandra dan selanjutnya setiap mutasi
keuangan dan/atau biaya-biaya lainnya atas nama
debitur oleh Bank dicatat dan dibebankan dalan
rekening debitur.

Berdasarkan Rekening Koran dari A/C No.
3000109 atas nama Lifani Tjandra ternyata pihak
debitur melakukan penyicilan terakhir pada tanggal
1 Maret 2001 dan selanjutnya sampai saat
dimasukkannya surat gugatan tidak pernah
melaksanakan kewajibannya lagi untuk melakukan
pembayaran atas sisa  hutangnya tersebut.
Selanjutnya mulai tanggal 1 Maret 2001 tersebut
sesuai klausula yang terdapat dalam Akta Perjanjian
Pengakuan Hutang tanggal 24 Juni 1993 No. 38,
maka pihak kreditur masih memberi toleransi
tenggang waktu selama 6 bulan yang
diperhitungkan sejak tanggl 1 Maret 2001 sampai
dengan tanggal 1 September 2001, sebagai
kesempatan untuk melaksanakan kewajibannya
untuk membayar hutangnya kepada kreditur.
Ternyata sampai tanggal 1 September 2001 pihak
debitur tidak melaksanakan kewajibannya sama
sekali, sehingga sejak tanggal 1 September 2001
berdasarkan hukum pihak debitur dinyatakan telah
melakukan wanprestasi.

Metode Pembebanan Bunga dalam perjanjian
Kredit

Dalam praktek bisnis perbankan,
pengembalian utang diikuti dengan adanya balas
jasa (bunga) atau imbalan tertentu.Balas jasa atau
Imbalan yang dikenal dalam sistem perbankan
konvensional adalah adanya bunga, baik itu bunga
simpanan maupun bunga pinjaman. Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 yang berlaku di industri perbankan tidak ada
memberikan definisi tentang arti bunga, namun
bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus
dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan)
dan harga yang harus dibayar nasabah kepada bank
(nasabah yang memperoleh pinjaman).?

2Kasmir, 2005, Dasar-Dasar Perbankan,
Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 133
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Pemberian suku bunga kredit oleh bank kepada
debitur secara yuridis diatur dalam Pasal 1767
KUHPerdata yang berbunyi :

“ada bunga menurut ketetapan undang-undang,
ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian.
Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian
boleh melampaui bunga menurut undang-
undang dalam segala hal yang tidak dilarang
oleh undang-undang. Besarnya bunga yang
diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan
secara tertulis. Besarnya bunga menurut
undang-undang yaitu berdasarkan Lembaran
Negara Tahun 1848 yaitu enam persen”

Pembebanan suku bunga kredit juga
banyak diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan salah  satunya dapat
dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia
Nomor 6/26/PB1/2004 tentang Suku Bunga dan
Nisbah Atas Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi
Hasil Kredit Program.Ketentuan dalam peraturan
tersebut menyebutkan suku bunga kredit dari
bank kepada debitur ditetapkan sebesar 14%
(empat belas persen)/setahun.’

Gugatan yang diajukan oleh kreditur
tersebut telah disangkal dan debitur mengajukan
gugatan balik (rekonvensi) yang isinya bahwa
terbukti kredit debitur tahun 1996 telah macet
dengan  jumlah  pinjaman  sebesar  Rp.
89.965.598,- dan sejak bulan Agustus 1996 s/d
bulan Maret 2001 hutang tersebut telah terbayar
sejumlah Rp. 137.250.000,- yang berarti hutang
debitur sebagai pemohon kasasi yaitu hutang
pokok dan bunga sudah dibayar lunas, bahkan
melebihi jumlah hutang. Kekeliruan judex facti
yang telah menetapkan jumlah hutang pemohon
kasasi pertanggal 1 Maret 2001 sejumlah Rp.
404.772.120,- karena perhitungan jumlah hutang
tersebut hanya didasarkan dalil gugatan
Penggugat/Termohon Kasasi, padahal cara
perhitungan jumlah hutang sebagaimana tertera
dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi,
dihitung berdasarkan bunga-berbunga yang tidak
sesuai dan bertentangan dengan akta pengakuan
hutang  tertanggal 24 Juni 1993 yang
menyebutkan pokok pinjaman adalah Rp
80.000.000,- dengan dikenakan bunga 2,7%
perbulan, akan tetapi Termohon Kasasi secara
sepihak telah menaikkan suku bunga pada tahun
1996 dari 2,7 % menjadi 3,3 % kemudian pada
tahun 1997 dinaikkan dari 3,3 % menjadi 4 %
yang berlaku sejak tanggal 27 September 1997,

3Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No
6/26/PB1/2004 tentang Suku Bunga dan
Nisbah Atas Pembiayaan Dengan Prinsip
Bagi Hasil Kredit Program .



selanjutnya pada tahun 1998 dinaikkan lagi dari 4 %
menjadi 7,5 % perbulan yang diberlakukan sejak
tanggal 27 Maret 1998.

Bunga yang tidak sesuai dan bertentangan
dengan akta pengakuan hutang tersebut maka Bank
telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kekuatan Hukum Pengurangan Suku Bunga
dalam Pernjanjian Kredit

Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan
dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank
Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993
yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan
kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui

lembaga hukum adalah melalui alternatif
penanganan secara  penjadwalan kembali
(rescheduling), persyaratan kembali
(reconditioning), dan penataan kembali
(restructuring).

Penurunan suku bunga kredit merupakan
salah satu bentuk restukturisasi yang bertujuan
memberikan keringanan kepada debitur schingga
dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga
yang harus dibayar debitur setiap tanggal
pembayaran menjadi lebih kecil dibanding suku
bunga yang ditetapkan sebelumnya.Misalnya bunga
kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit
sebelumnya pertahun 20 % diturunkan menjadi 15
% pertahun. Dengan adanya keringanan suku bunga
maka pembayaran bunga setiap bulannya menjadi
lebih kecil sehingga pendapatan dari hasil usaha
debitur dapat dialokasikan untuk membayar
sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk
melanjutkan dan mengembangkan usaha. Dengan
demikian dalam jangka waktu tertentu sesuai
perhitungan cash flow atas usaha debitur dapat
diprediksi akan mampu menyelesaikan seluruh
hutang dan usaha dapat berkembang kembali.

Akta-akta yang perlu dibuat atau diperbaruhi
berkenaan dengan terjadinya penurunan suku bunga
yaitu perlu dilakukan addendum suku bunga kredit
perlu diadakan perubahan atau amandemen untuk
disesuaikan dengan besarnya penurunan suku bunga
kredit. Dengan adanya addendum maka penurunan
suku bunga mengikat kedua belah pihak sehingga
mempunyai kekuatan hukum. Mungkin saja terjadi,
dengan penurunan suku bunga kredit, kreditur atau
bank memberikan syarat tambahan atau merubah
syarat yang sudah ada perlu dituangkan dalam
addendum perjanjian kredit. Addendum merupakan
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian
kredit lama.Semua ketentuan dan syarat dalam
perjanjian kredit yang tidak diubah tetap berlaku
dan yang telah dirubah dinyatakan tidak berlaku
lagi.Penurunan suku bunga tidak merubah
perjanjian ikutannya yaitu perjanjian pengikatan
jaminan.Penurunan suku bunga hanya merubah
ketentuan dan syarat dalam perjanjian kredit.Bentuk
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addendum perjanjian kredit dapat dibuat dengan
akta dibawah tangan yaitu akta yang dibuat oleh
para pihak. Biasanya bank/kreditur akan
mempersiapkan addendum perjanjian kredit
tersebut.* Dengan adanya addendum yaitu
pembaharuan perjanjian mengenai penurunan
suku bunga maka pengurangan suku bunga
kredit mempunyai kekuatan hukum tetap yang
mengikat kedua belah pihak.

Ratio Decidendi (pertimbangan hukum)
Hakim dari Putusan Mahkamah Agung RI.
No. 1593K/PDT/2006

Ratio  decidendi  (Jamak:  rationes
decidendi) adalah sebuah istilah latin yang
sering diterjemahkan secara harfiah sebagai
“alasan untuk keputusan itu”, “the reason” atau
“the rationale for the decision.” Black’s Law
Dictionary menyatakan ratio decidendi sebagai
“the point in a case which determines the
judgment”  atau menurut Barron’s Law
Dictionary adalah “the principle which the case
establishes.” dalam Pedoman Pelajaran Tata
Hukum sendiri mendefinisikan sebagai faktor-
faktor yang sejati (material fact, faktor-faktor
yang essensiil yang justru mengakibatkan
keputusan begitu itu.

Ratio decidendi tidak hanya penting
dalam sistem dimana hakim terikat keputusan
hakim yang terlebih dahulu (precedent), akan
tetapi juga di negara bertradisi civil law system
seperti Indonesia. Istilah hukum ini digunakan
dalam masyarakat hukum yang merujuk prinsip
hukum, moral, politik dan sosial yang digunakan
pengadilan sehingga sampai membuat keputusan
demikian.Jadi setiap kasus memiliki ratio
decidendi, alasan yang menentukan atau inti-inti
yang menentukan putusan. Kadang ratio
decidendi jelas terlihat, akan tetapi terkadang
pula perlu dijelaskan. Biasanya memang dalam
praktek, hal-hal yang essensiil ini menjadi
kepentingan para pihak dalam perkara untuk
membuktikannya atau membantahnya atau
menurut penulis sebagai “pusat pertarungan para
pengacara untuk dibuktikan”.

Kesimpulan dan Saran

1. Pengaturan suku bunga dalam perjanjian
kredit ditentukan oleh klausula-klausula yang
telah disepakati kedua belah pihak. Klausula-
klausula tersebut harus sesuai dan tidak
melanggar peraturan perundang-undangan.

4Sutarno, 2009, Aspek-aspek Hukum
Perkreditan pada Bank, Bandung,
Alfabeta, hlm 266-267



Dalam pasal 1767KUHPerdata pembebanan
bunga dalam Perjanjian kredit ditentukan
sebesar 6% / setahun. Pembebanan bunga dalam
perbankan harus sesuai dengan peraturan yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia karena
Peraturan Bank Indonesia bersifat khusus.
Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
6/26/PB1/2004 tentang Suku Bunga dan Nisbah
Atas Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil
Kredit Program ketentuan dalam peraturan
tersebut menyebutkan suku bunga kredit dari
Bank kepada debitur ditetapkan sebesar 14 %
(empat belas persen)/setahun..

2. Penurunan suku bunga dalam perjanjian kredit
oleh hakim tidak mempunyai kekuatan hukum
sebab dalam perkara ini hakim menurunkan
suku bunga berpedoman pada yurisprudensi
sehingga bunga diturunkan menjadi 2 %
perbulan. Indonesia menganut sistem hukum
kontinental dimana hakim dalam memutus
perkara harus berpedoman pada undang-undang.
Undang-Undang mengikat hakim, jika Undang-
Undang belum mengatur maka hakim
menciptakan hukum dengan berpijak pada nilai-
nilai yang ada dalam masyarakat . Hakim dalam
menurunkan suku bunga harus berdasarkan pada
perjanjian yang dibuat oleh para pihak, jika
perjanjian tersebut telah sesuai dengan pasal
1320 KUHPerdata. Bunga yang telah disepakati
dalam perjanjian yang dalam hal ini adalah
perjanjian pengakuan hutang yaitu sebesar 2,7
% perbulan. Penurunan suku bunga kredit
bertujuan memberikan keringanan kepada
debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit
besarnya bunga yang harus dibayar debitur
menjadi lebih ringan. Berkenaan dengan
penurunan suku bunga kredit maka perlu
dilakukan addendum mengenai suku bunga
kredit. Dengan adanya addendum sehingga
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
bagi kedua belah pihak. Penurunan suku bunga
harus dan/atau tidak boleh melampaui ketentuan
Undang-Undang.

Ratio decidendi (pertimbangan hukum)
hakim dalam memutus putusan Mahkamah Agung
RI No.1593K/PDT/2006 yaitu meskipun ada
kesepakatan dalam perjanjian tentang pembebanan
bunga sebesar 7,5 % perbulan, namun kesepakatan
tersebut dipandang sangat memberatkan. Bahwa
Termohon Kasasi secara sepihak telah menaikkan
suku bunga pada tahun 1996 dari 2,7 % menjadi
3,3 %, kemudian pada tahun 1997 dinaikkan
menjadi 4 %, selanjutnya pada tahun 1998 dinaikan
lagi dari 4 % menjadi 7,5 % perbulan. Cara
perhitungan jumlah hutang sebagaimana tertera
dalam gugatan Penggugat/Termohon kasasi,
dihitung berdasarkan bunga berbunga yang tidak
sesuai dan bertentangan dengan Akta Perjanjian
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Pengakuan Hutang tertanggal 24 Juni 1993.
Dengan pertimbangan diatas maka Hakim
Agung berpendapat amar putusan Pengadilan
Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan
Negeri harus diperbaiki mengenai pembebanan
bunga yang tidak lebih dari 2 % perbulan sesuai
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2818
K/PDT/2000  tanggal 29  Juli  2000.
Yurisprudensi tersebut dapat digunakan apabila
Undang-Undang tidak mengatur tentang bunga
kredit

Saran:

Saran yang dapat diberikan oleh penulis

adalah Hendaknya, bank dalam membebankan
bunga dalam perjanjian kredit harus berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang bunga bank yang berlaku.
Hendaknya, Rancangan Undang-Undang
Perkreditan Perbankan segera diundangkan agar
masalah kredit macet yang terjadi dalam
masyarakat dapat diselesaikan.
Hendaknya, Hakim dalam pertimbangan
hukumnya mengenai penurunan suku bunga tidak
berpedoman pada yurisprudensi melainkan
berpedoman pada perjanjian kredit yang telah
dibuat oleh kedua belah pihak, Karena
yurisprudensi tidak mengikat kedua belah pihak.
Jika para pihak tidak mengatur maka Hakim
berpedoman kepada Undang-Undang yang
mengatur tentang bunga bank.
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